
 

 

 
   

 
 

 
 

GGUUBBEERRNNUURR  BBAALLII  

PERATURAN GUBERNUR BALI 
 

NOMOR 57 TAHUN 2015  

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 43 TAHUN 2015 

TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN                           

PEMERINTAH PROVINSI BALI 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
GUBERNUR BALI, 

 

Menimbang : a. bahwa Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah 

Provinsi Bali telah ditetapkan dengan Peraturan 

Gubernur Bali Nomor 43 Tahun 2015; 

b. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 43 Tahun 2015 

tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah 

Provinsi Bali, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan 

kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diubah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Gubenur tentang Perubahan 

Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 43 Tahun 2015 

tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan  Pemerintah 

Provinsi Bali; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa 

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia    

Nomor 1649); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
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4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia     

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana  telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, 

Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5657); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 

tentang Tata cara Penatausahaan dan Penyusunan 
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta 
Penyampaiannya; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 
tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi 

Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam 
Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 



13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 43 TAHUN 2015 
TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH PROVINSI BALI. 

 
Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali         
Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan 

Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali         
Tahun 2015 Nomor 43) diubah sebagai berikut: 

 
1. Ketentuan ayat (1) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 15 

(1) Surat Perintah Tugas, SPPD dan Laporan merupakan 
sebagian bukti pertanggungjawaban pelaksanaan 

Perjalanan Dinas, serta bagi sopir dilaporkan sekaligus 
oleh pelaksana perjalanan dinas. 

(2) Dalam SPPD tidak boleh ada penghapusan atau cacat-
cacat dalam tulisan, dalam hal ada perubahan-

perubahan dilakukan dengan coretan dan harus  
dibubuhi paraf dari pejabat yang berwenang. 

(3) Penghitungan besaran jumlah biaya perjalanan dinas 

dicatat secara terperinci dalam lampiran SPPD. 

(4) Pembebanan pembayaran biaya perjalanan dinas 

dicantumkan pada lampiran SPPD, bukti tanda terima 
uang perjalanan dinas dalam bentuk kuitansi 
dibubuhi tanda tangan bendahara pengeluaran 

bersangkutan serta tanda tangan yang akan 
melakukan perjalanan dinas. 
 

(5) Untuk perhitungan jumlah hari perjalanan dinas 

dalam SPPD dicantumkan : 

a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat 
berada ditandatangani oleh pejabat yang 
berwenang; 

b. tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat tujuan, 
ditandatangani oleh pejabat di tempat yang dituju; 
dan 

c. tanggal tiba kembali di tempat kedudukan  

ditandatangani pejabat yang berwenang. 



(6) Biaya perjalanan dinas dibayarkan secara lumpsum 

dan real cost serta diperhitungkan sesuai jumlah hari 

pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(5), yang dibuktikan dengan melampirkan tiket dan 

boarding pass, kecuali biaya penginapan 

diperhitungkan sesuai jumlah hari menginap dan 

merupakan bukti pertanggungjawaban pelaksanaan 

perjalanan dinas. 

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 20 

(1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan 

melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat 

Perintah/SPPD, dapat diberikan tambahan uang 

harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa 

kendaraan dalam kota.  

(2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang 

representasi, dan sewa kendaraan dalam kota 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan 

kepada PA/KPA untuk mendapat persetujuan, dengan 

melampirkan dokumen meliputi:  

a. surat keterangan kesalahan/kelalaian/bencana 

alam/force major dari Syahbandar/Kepala 

Bandara/Perusahaan Jasa Transportasi; 

b. surat keterangan perpanjangan tugas dari Pemberi 

Tugas; dan/atau 

c. surat pernyataan dari pelaksana tugas yang 

menyatakan jumlah hari perjalanan dinas jabatan 

melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam surat 

perintah tugas/ SPPD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) akibat bencana alam/force major. 

(3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), PA/KPA membebankan biaya tambahan uang 

harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa 

kendaraan dalam kota pada DPA/DPPA-SKPD 

berkenaan. 

(4) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang 

representasi, dan sewa kendaraan dalam kota 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat 

dipertimbangkan untuk perjalanan dinas jabatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), huruf 

d, huruf e dan huruf f. 



(5) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan 

kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, 

Pelaksana SPPD harus mengembalikan kelebihan uang 

harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa 

kendaraan dalam kota yang telah diterimanya kepada 

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 

Pembantu. 

 

3. Ketentuan dalam Lampiran II, dan Lampiran III diubah 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

 

Pasal II 

Peraturan    Gubernur   ini   mulai    berlaku     pada  tanggal   

1   Januari   2016. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Provinsi Bali.            

                                    

                                        Ditetapkan di Denpasar 
pada tanggal 3 Nopember  2015 

 
GUBERNUR BALI,  
 

 
 

MADE MANGKU PASTIKA 
 

 

 
Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 3 Nopember 2015 

 
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, 

 
 
 

 
        COKORDA NGURAH PEMAYUN  

 
BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2015 NOMOR 57 
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